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PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan Pemerintah Pusat kepada Daerah. Meskipun demikian, urusan pemerintahan tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional masih diatur Pemerintah Pusat.
Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka Desentralisasi Fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan Pusat-Daerah dan antar Daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang No. 33 tahun 2004).
Implikasi langsung pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut adalah kebutuhan untuk mengatur hubungan keuangan antara Pusat-Daerah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Untuk merealisasikan pengaturan pengelolaan dan pertanggunganjawaban keuangan tersebut, pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai good governance (accounting for governance).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
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Audit dan Evaluasi dalam  Sektor Publik
Perkembangan audit sebagai media pemantauan dalam  sektor publik dan dapat menggambarkan kondisi Indonesia terlihat seperti pada Gambar 1. Sesuai gambar tersebut, Kebijakan Nasional merumuskan kondisi atau hasil yang ingin dicapai pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat. Upaya pencapaian kondisi ini dilaksanakan melalui program-program yang dikenal dengan Propenas. Propenas kemudian dijabarkan secara tahunan dengan propeta sebagai dasar pembuatan anggaran. 

Mekanisme pemantauan keseluruhan program adalah sebagai berikut: Pemantauan terhadap input (asupan) program, dengan indikator biaya, dilakukan dengan audit keuangan atau audit ketaatan. Pemantauan terhadap output (keluaran) program dengan indikator produksi dilakukan dengan performance audit, dan pemantauan terhadap hasil dengan indikator dampak dilakukan dengan evaluasi. 
Melihat perkembangan mekanisme pemantauan tersebut, maka evaluasi di dunia pengawasan di pemerintahan, terutama di BPKP, seharusnya bukanlah mahluk baru. Simpulan ini benar jika semua auditor pemerintahan konsisten melaksanakan performance audit karena performance audit mencakup juga penilaian terhadap efektivitas program pemerintah. Penilaian efektivitas dalam hal ini melihat sejauh mana outcome dan dampak program pemerintah dicapai sesuai kebijakan nasional atau kebutuhan masyarakat. Konsistensi inilah yang tampaknya lemah dalam performance audit yang dilakukan auditor pemerintah. Kelemahan tersebut diharapkan dapat dieliminir dengan evaluasi yang menawarkan teknik yang diperlukan untuk menilai pencapaian hasil kebijakan tersebut.
Evaluasi Bukan Menilai Kebijakan tetapi Hasil Kebijakan 
Dalam praktek selama ini, fokus investigasi audit adalah pada sistem atau prosedur yang dibangun oleh manajemen. Hal ini dilakukan oleh auditor berdasarkan dua asumsi yaitu: 

1. jika penyelenggara program taat pada sistem dan prosedur suatu program, maka hasil program dengan sendirinya akan tercapai; dan 

2. para penyelenggara program akan menindaklanjuti temuan para auditor. 

Validitas kedua asumsi tersebut tampaknya sudah tidak berlaku lagi di dunia auditing termasuk di Indonesia . Invaliditas bahkan terlihat sangat menonjol di dunia kebernegaraan kita karena masalah kebenaran prosedur malah lebih sering dijadikan sebagai tameng untuk menghindar dari tuntutan tanggung jawab dan dari tanggung gugat kegagalan mencapai hasil yang diinginkan. 
Artinya, auditing gagal memberikan kontribusi maksimalnya pada perbaikan sektor publik termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat yang menjadi target dari semua program pemerintah. Kegagalan auditing tersebutlah yang ditutup lewat evaluasi yang sejak masa belianya memfokuskan diri pada hasil program. 
Dalam melaksanakan fungsi tersebut, evaluasi selalu melihat substansi bidang kajiannya. Maksudnya, kendati investigasi adalah hasil program tidak berarti ia lepas dari input dan proses yang membuat hasil ada. Hanya saja, evaluasi mencoba melihat isi atau substansi pokok dari input dan proses itu. 
Prospek Perkawinan Auditing dan Evaluasi 
Sesuai Gambar 1, linearitas perkembangan audit ke arah evaluasi tampak sebagai suatu hal yang alami saja. Dalam hal ini, performance audit jelas tidak lengkap jika hanya mengaji produksi atau output tetapi tidak mengkaji 'dampak' yang menjadi indikator kinerja program. Hal yang sama terjadi pada evaluasi. Pada masa belianya pusat investigasi Evaluasi juga bergeser dari areal 'perumusan kebijakan' ke areal 'hasil kebijakan' publik. 
Anekdot 'ketemu jodoh' atau ungkapan 'ikan di laut asam digunung bertemu di kuali' terjadi di sini. Tidak dinyana-nyana pergeseran linear auditing dan evaluasi bertemu pada 'pojok' yang sama yaitu "hasil program". Jika hasil semua program diakumulasikan maka dampak resultante yang ditumbuhkannya menjadi hasil dari kebijakan nasional yang memang demikian rancangan awalnya. Muara atau pojok pertemuan yang sama inilah yang membuat para pemikir dan praktisi yakin bahwa di abad 21 ini kedua areal yang berbeda tersebut akan menyatu. Ibarat perkawinan, keberhasilan hidup perkawinan mereka akan tergantung dari kemauan menerima kelemahan dan kelebihan masing-masing yang biasanya tidak terlihat selama masa pacaran. Oleh karena itu pengenalan secara tulus tentang kelemahan ini akan membantu beranakpinaknya perkawinan tersebut di dunia pengawasan Aparat Pengawas Iintern Pemerintah di Indonesia. 

KESIMPULAN
Pada dasarnya audting dan evaluasi dalam sektor publik sama-sama memfokuskan diri pada hasil program dalam suatu kebijakan pemerintah. Dengan adanya penyatuan auditing dan evaluasi dalam sektor publik maka keduanya akan saling mengeliminasi kekurangan masing-masing. Sehingga nantinya diharapkan dalam sebuah realiasasi program pemerintah,tindak penyimpangan yang kerap kali dilakukan oleh penyelenggara dapat diminimalisasi dengan adanya perpaduan antara auditing dan evaluasi.
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